SURVEI
KERUASANIMASYARAKA)

DINASIPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PATI
L TAHUN 2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PATI
TAHUN 2021



KATA PENGANTAR
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Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan publik, bahwa pelayanan kepada Masyarakat oleh Aparatur Pemerintah
perlu terus ditingkatkan sehingga mencapai kualitas yang diharapkan.

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat ini merupakan penilaian atas
pendapat masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah, sehingga tolak ukur
terhadap optimalisasi kinerja pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada

masyarakat.

Harapan kami Survei Kepuasan Masyarakat ini dapat memberikan manfaat bagi

peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
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BAB |
PENDAHULUAN

| A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat
dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik
dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan

pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah
saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini
dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan
melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut,
jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah.

Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari

masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan
pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat
kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat

pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, maka dalam
melakukan survei kepuasan masyarakat diperlukan metode survei
yang seragam, aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Dalam
melakukan Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan landasan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan
ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

. B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat adalah :

1. Mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala



:

a.

. Sebagai gambaran bagi masyarakat tentang kinerja pelayanan unit yang

bersangkutan.

. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara

pelayanan publik.

. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah

dilaksanakan oleh unit pelayanan publik.

5. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki pelayanan
. Sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan

kualitas pelayanan publik.

Tujuan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat adalah :
Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna
layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik

. SASARAN

Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam
menilai kinerja penyelenggara pelayanan.

Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik.

mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif
dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan publik.

. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat ini meliputi Metode
Survei, Pelaksanaan dan Teknik Survei, Langkah-langkah
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Langkah-langkah
Pengolahan Data, Pemantauan, Evaluasi dan Mekanisme
Pelaporan Hasil Penilaian Indeks Survei Kepuasan Masyarakat,

Analisa Hasil Survei dan Rencana Tindak Lanjut.

. MANFAAT

Dengan dilakukan SKM diperoleh manfaat, antara lain :

Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur

dalam penyelenggara pelayanan publik.
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. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan
oleh unit pelayanan publik secara periodik.

. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya
tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan
Masyarakat.

. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap
hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Daerah.

. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pada lingkup
Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.

.Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit

pelayanan.




BAB Il
GAMBARAN UMUM

| PERANGKAT DAERAH

| TUGAS POKOK DAN FUNGS!

1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya ditindaklanjuti
dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati.

Berdasarkan Perda tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pati merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah
di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai tugas pokok
membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati masing-masing struktur
mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan

Tugasnya mempunyai fungsi :

a. merumuskan program dibidang pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa ;

b. perumusan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa ;

c. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat ;

d. penyelenggaraan koordinasi usaha-usaha dibidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;

e. pembinaan dan penerangan kepada masyarakat ;
pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan
ekonomi masyarakat sumber daya alam, dan teknologi tepat guna serta
penanggulangan kemiskinan ;

g. pembinaan pengembangan kapasitas kelembagaan dan bimbingan
keswadayaan masyarakat ;

h. pembinaan penyelenggaraan administrasi desa / kelurahan ; dan
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i, pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

2. Sekretariat
Sekretariat  dipimpin  oleh seorang  Sekretaris. Sekretariat Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok menyiapkan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program,

keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan

organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di

lingkungan Dinas. Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional
kesekretariatan / ketatausahaan ;

b. pengkoordinasian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa penyiapan
bahan penyusunan perencanaan ;

c. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis
operasional bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;

d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dinas ;

e. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis dinas ;

f. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan
tugas Badan ; dan

g. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

3. Kepala Bidang Pengembangan Desa dalam menjalankan tugasnya
mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
kegiatan seksi Kerjasama Antar desa dan pengembangan Kawasan
perdesaan dan Seksi Administrasi dan informasi desa;

b. pengelolaan, penyelenggaraan, pengkoordinasian, pengendalian, dan
pelaksanaan kegiatan seksi Kerjasama Antar desa dan pengembangan
Kawasan perdesaan dan Seksi Administrasi dan informasi desa;

c. pelaksanaan tugas lain yang dierikan oleh atasan.

4. Kepala Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dalam menjalankan
tugasnya mempunyai fungsi :
a. penyiapanbahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan

kegiatan seksi Pembinaan lembaga kemasyarakatan dan Seksi Pembinaan
Gotong royong dan kerukunan masyarakat;




b. pengelolaan, penyelenggaraan, pengkoordinasian, pengendalian, dan
pelaksanaan kegiatan seksi Pembinaan lembaga kemasyarakatan dan
Seksi Pembinaan Gotong royong dan kerukunan masyarakat;

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna
dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
kegiatan seksi Pengembangan Lembaga Ekonomi dan Kelompok
Masyarakat dan Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan
Teknologi Tepat Guna;
- pengelolaan, penyelenggaraan, pengkoordinasian, pengendalian, dan
pelaksanaan kegiatan seksi Pengembangan Lembaga Ekonomi dan

Kelompok Masyarakat dan Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat
dan Teknologi Tepat Guna;

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

. Kepala Bidang Pembangunan Desa dalam menjalankan tugasnya
mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
kegiatan seksi Sarana Prasarana dan Pelayanan Dasar Desa dan Seksi
Pengembangan Sumber daya alam dan penataan lingkungan;

b. pengelolaan, penyelenggaraan, pengkoordinasian, pengendalian, dan
pelaksanaan kegiatan seksi Sarana Prasarana dan Pelayanan Dasar Desa
dan Seksi Pengembangan Sumber daya alam dan penataan lingkungan;

C. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

ISTRUKTUR ORGANISASI

‘Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati
terdiri dari :

1. Kepala Dinas.

2. Sekretaris.
2.1. Kepala Sub Bagian Program.
2.2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2.3. Kepala Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Pengembangan Desa .

3.1. Kepala Seksi Kerjasama Antar desa dan pengembangan Kawasan
perdesaan.



3.2. Kepala Seksi Administrasi dan informasi desa.
4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
4.1. Kepala Seksi Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
4.2. Kepala Seksi Pembinaan Gotong royong dan kerukunan masyarakat.
5. Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna.
5.1. Kepala Seksi Pengembangan Lembaga Ekonomi dan Kelompok
Masyarakat.
5.2. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Teknologi
Tepat Guna.
6. Bidang Pembangunan Desa.
6.1. Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Pelayanan Dasar Desa.
6.2. Kepala Seksi Pengembangan Sumber daya alam dan penataan
lingkungan.

8. LANGKAH — LANGKAH PENYUSUNAN SKM
|. Persiapan Survei
a. Penetapan Pelaksana

Membentuk Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
yang terdiri dari :

1) Pengarah.
2) Pelaksana :
a) Ketua.

b) Anggota
3) Sekretariat

b. Penyiapan Bahan Survei
1) Kuesioner

Dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat
digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat
bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat
penerima pelayanan. Penyusunan kuesioner disesuaikan
dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin
diperoleh dari jenis ataupun unit layanan.

2) Bagian Kuesioner

Bagian kuesioner terbagi dalam :
7



a) Bagian Pertama

Berisikan judul kuesioner dan nama instansi yang
dilakukan survei.

b) Bagian Kedua

Berisikan identitas responden, antara lain: jenis
kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. |dentitas
dipergunakan untuk menganalisis profil responden
kaitan dengan persepsi (penilaian) responden
terhadap layanan yang diperoleh. Selain itu dapat
juga ditambahkan kolom waktu/jam responden saat

disurvei.

3) Bagian Ketiga
Berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur maupun tidak
terstruktur. Pertanyaan yang terstuktur berisikan jawaban
dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup), sedangkan
jawaban tidak terstruktur (pertanyaan terbuka) berupa
pertanyaan dengan jawaban bebas, dimana responden

dapat menyampaikan pendapat, saran, kritik dan

apresiasi.

c. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur

pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan

Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner
untuk mencerminkan tingkat kualitas
pelayanan di mulai dari sangat

berganda.
bersifat kualitatif
pelayanan. Tingkat kualitas

baik/puas sampai dengan tidak baik/tidak puas. Pembagian

jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu :
1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3) baik, diberi nilai 3;
4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.
B. Penetapan Jumiah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

a. Penetapan Jumlah Responden

Jumlah kuestioner yangd dibagikan ke lapisan masyarakat sebagai
8



responden dengan jumlah sebanyak 150 responden dengan teknik simple
random sampling yaitu responden dipilih secara acak saat melakukan

kunjungan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Pati.

b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dapat dilakukan di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati.

c. Pelaksanaan Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, periu
ditanyakan kepada masyarakat terhadap unsur-unsur
pelayanan yang telah ditetapkan.

2. Pengisian kuesioner

Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan cara dilakukan
sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan
hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

C. LANGKAH - LANGKAH PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data masing-masing metode SKM dilakukan sebagai
berikut :
1. Pengukuran Skala Likert
Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-
masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan
masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji sebanyak 9
unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus,
sebagai berikut :

Jumlah Bobot

Bobot nilai rata-ratatertimbang = ——— =

1
- =011
Jumlah Unsur 9

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan
pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai
berikut :



axhi u Total dari Nilai Persepsi Per Unsur

x Nilai Penimbang

Total Unsur yang terisi

Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian SKM yaitu
antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas

dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai
berikut :

SKM Unit pelayanan x 25

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang

berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan

untuk:

a. Menambah unsur yang dianggap relevan;

b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan)
unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan

cacatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1 (satu).

Tabel 1. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi,
Mutu Pelyanan dan Kinerja Unit Pelayanan

ILAI
N KINERJA
NILAI TERVAL INTERVAL MUTU N
NILAI IN
| PELAYANAN
PERSEPSI KONVERS A AR
(NIK)
1 1,00 — 2,5996 25,00 - 64,99 D Tidak baik
2 2,60 — 3,064 65,00 - 76,60 C Kurang baik
3 3,0644 — 3,532 76,61 — 88,30 B Baik
4 3,5324 - 4,00 88,31 — 100,00 A Sangat baik




B. pengolahan Data Survei

pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Pengolahan dengan komputer

Data entry dan perhitungan indeks dapat dilakukan dengan
program komputer/sistem data base.

2. Pengolahan secara manual

a. Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan
ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan
unsur 9 (U9);

b. Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per

unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai
berikut :
1) Nilai rata-rata per unsur pelayanan

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai
dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden.
Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur
pelayanan, maka jumiah nilai masing-masing unsur

pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang
mengisi.

2) Nilai indeks pelayanan
Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan

cara menjumlahkan X unsur.

3) Penguijian kualitas Data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam

masing - masing kuesioner, disusun dengan

mengkompilasikan data responden yang dihimpun
ompok umur, jenis kelamin, pendidikan

berdasarkan kel
Informasi ini dapat

terakhir dan pekerjaan utama.

digunakan untuk mengetahui profil responden dan

kecenderungan penerima layanan.

C. Laporan Hasil Penyusunan Indeks
unan indeks kepuasan masyarakat

Hasil akhir kegiatan penyus
h, disusun sebagai

dari setiap unit pelayanan instansi pemerinta

berikut :
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1.Indeks setiap unsur pelayanan

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat,
jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumiah nilai
rata-rata  setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks
komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan
jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan

dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur).

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung
dengan cara sebagai berikut :

(@ax0,11)+(bx0,11) + (¢ x 0,11) + (d x 0,11) + (e x 0,11) + (fx 0,11) +
(@x0,11) + (h x 0,11) + (i x 0,11) = Nilai Indeks (X)
Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan
hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x
NilaiDasar X x25 =y
b. Mutu pelayanan (lihat Tabel Il, Mutu Pelayanan)

c. Kinerja unit pelayanan (Lihat Tabel I1)

2_Prioritas peningkatan kualitas pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada
unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu
diperbaiki, sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang tinggi

minimal harus tetap dipertahankan.

3.Penyusunan Jadwal

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat dengan rincian

sebagai berikut :

a. Persiapan

b. Pelaksanaan pengumpulan data
c. Pengolahan data indeks

d. Penyusunan dan pelaporan hasil




BAB Il
ANALISA HASIL SURVE| DAN RENCANA TINDAK LANJUT

| A DATA RESPONDEN

Data responden yang diperoleh dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun
2021 dapat diklasifikasikan atay dikelompokkan berdasarkan umur, jenis
kelamin, pendidikan dan pekerjaan. Jumlah kuestioner yang dibagikan ke lapisan
masyarakat sebagai responden dengan jumlah sebanyak 150 responden.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No Umur Jumlah Presentasi Keterangan
1.118-25 39 26,00 %
2.126-40 65 43,33 %
3.141-55 42 28,00 %
4. |56 -60 4 2,67 %
5. 161> 0 0,00 %
Jumlah 150 100 %

Berdasarkan Tabel 2 diatas responden berdasarkan umur terbanyak pada 26-40
tahun sebanyak 65 orang dengan prosentase 43,33%. Sedangkan jumlah
responden berdasarkan umur paling sedikit diatas 56-60 tahun sebanyak 4 orang

dengan prosentase 2,67%.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Presentasi Keterangan
. | Laki-laki 118 78,67 %
2. | Perempuan 32 21,33 %
i Jumlah 160 100 %

Berdasarkan Tabel 3 diatas responden laki — laki sebanyak 118 dengan
Prosentase 78,67%. Sedangkan jumlah responden perempuan sebanyak 32

orang dengan prosentase 21,33%.



Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

KN;b_Pendidikan Terakhir| Jumlah Presentasi Keterangan
4| SMA 72 48,00 %

? L L I— 0 0,00 %

;_f Dl 8 5,33 %

T S| 67 44,67 %

:5_: sl 3 2,00 %

6. S - _

B Jumlah 150 100 %

Berdasarkan Tabel 4 diatas diketahui bahwa dari 150 responden, jumiah
responden tertinggi berdasarkan jenis pendidikan SMA sebanyak 72 orang
dengan prosentase 48,00% dan jumlah responden terendah berdasarkan jenis

pendidikan yaitu S2 sebanyak 3 orang dengan prosentase 2,00%.

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No| Jenis Pekerjaan Jumlah Presentasi Keterangan
1. | Kepala Desa / 89 59,33 %
Perangkat Desa
2. | ASN 22 14,67 %
3. | Swasta 19 12,67 %
4. | Wirausaha 8 5,33 %
9. | Mahasiswa 12 8.00 %
Jumlah 150 100 %

Berdasarkan Tabel 5 diatas diketahui bahwa dari 150 responden, jumiah
responden tertinggi berdasarkan jenis pekerjaan Kepala Desa/Perangkat Desa
sebanyak 89 orang dengan prosentase 59,33% dan jumlah responden terendah
berdasarkan jenis pekerjaan yaitu Wirausaha sebanyak 8 orang dengan
Prosentase 5,33%.




ANALISA HASIL SURVEI

,,: 4. Indeks setiap unsur pelayanan

Hasil Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas
pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati tercantum dalam
Tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat

g ————— 36 B N'N"al-_un-sur e ————————— —
Unsur Pelayanan Pelayanan (X 0,111)
Kesesuaian persyaratan 3.31 0.368
; | pelayanan
~ 2 | Kemudahan prosedur 3.27 0.363
: pelayanan
~ 3 | Kecepatan waktu dalam 3.25 0.360
memberikan pelayanan
4 | Kewajaran biaya / tarif dalam 4.00 0.444
: pelayanan.
~ 5 | Kesesuaian produk pelayanan 3.27 0.363
antara yang tercantum dalam
standar pelayanan dengan hasil
yang diberikan.
6 | Kompetensi/ kemampuan 3.28 0.364
i Petugas dalam pelayanan.
. 7 | Kesopanan dan keramahan 3.30 0.366
petugas
. 8 | Kualitas sarana 3.1 0.345
: dan prasarana
9 |Penangananpengaduan 3.13 0.347
pengguna layanan
NILAI INDEKS UNIT PELAYANAN 3.320
‘SKM UNIT PELAYANAN / SKPD : 83,010
MUTU PELAYANAN ' B
KINERJA UNIT PELAYANAN : BAIK

2. Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan
Berdasarkan Hasil Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati, unsur pelayanan yang
perlu ditingkatkan yaitu :
1. Kualitas sarana dan prasarana
2, Penanganan pengaduan pengguna layanan




RENC ANA TINDAK LANJUT
” setelah diperoleh h‘asul pengolahan Data SKM, perlu dilakukan analisa terhadap
yang disurvei baik yang bersifat teknis dan non teknis secara keseluruhan
menggambarkan hasil yang obyektif dari SKM tersebut. Analisa
g unsur SKM dapat dilakukan dengan cara :

unsu’
sehingga SKS"
.‘ masing'masm
,. Analisa Univariat

Analisa ini untuk menggambarkan data variabel yang

terkumpul (memaparkan hasil temuan) tanpa bermaksud

memberikan kesimpulan. Hasil analisa ini merupakan diskripsi

(penjabaran) temuan hasil survei berupa data statistik, seperti

frekuensi distribusi, tabulasi data dan prosentase yang diwujudkan

dalam grafik atau gambar serta perhitungan- perhitungan deskriptif

dari masing-masing unsur yang disurvei.

Proses analisa univariat dapat dilakukan dengan

menggunakan perhitungan analisa deskriptif program SPSS

(Statistical Package for Social Sciences).

2 Analisa Bivariat
Analisa bivariat dilakukan untuk menjelaskan hubungan yang

kompleks antara satu unsur dengan unsur lain. Contoh : hubungan

antara unsur prosedur dengan unsur waktu pelayanan, atau unsur

kompetensi petugas dengan unsur perilaku petugas. Tujuan dari
at ini adalah untuk melihat hubungan satu unsur
dasar untuk menjelaskan suatu

analisa bivari
dengan unsur lain sebagai

masalah.

Melalui analisa ini, hasil pengolahan data SKM tidak hanya

uantitatif saja (indeks atau angka SKM),

dimunculkan analisa K
g untuk

kualitatif. Analisa ini sangat pentin

tetapi juga analisa
engambilan

perbaikan kualitas pelayanan publik maupun P
kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil

analisa ini perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut

perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan

dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya.

n harus direncanakan tindak
g dari 12 bulan),

i 24 bulan), atau

Penentuan perbaika lanjut

dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kuran

Jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dar
16




jangka panjang (lebih dari 24 bulan).

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dapat dituangkan dalam
' jabel berikut :
4 Tabel 7. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan SKM

PRIORITAS UNSUR PROGRAM / KEGIATAN WAKTU PENANGG;JNG
JAWA

~Sarana Prasarana 1. Pengadaan Kursi Tunggu dan Ruang Kepala Dinas
Tunggu
— 2. Sarana Layanan Untuk Disabilitas
3. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
4. Pengadaan Sarana Bermain Anak,
Ruang Menyusui, Kantin
5. Pengadaan komputer dan
kelengkapannya
—> | Penanganan 1. Sosialisasi Tim Penanganan Pengaduan Kepala Dinas
‘ pengaduan pengguna
yanan
S 2. Koordinasi dengan bidang terkait
penyelesaian permasalahan
3. Evaluasi Penanganan Pengaduan

Masyarakat




BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

(ESIMPULAN
s berapa kesimpulan yang dapat diambil dari Laporan Hasil Survei Kepuasan

asyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun

bo21 sebagai berikut
_ Nilai SKM konversi sebesar 83, 010 yang berart masuk dalam kategori unit
pelayanan “Baik” dengan mutu pelayanan “B”.

» Selama pelaksanaan survey Januari s/d. September 2021 telah terhimpun data

sejumlah 150 responden.
4 Nilai kinerja SKM terendah adalah Unsur Kualitas Sarana dan Prasaran (Us)

dengan NRR 3,11, sedangkan kinerja SKM tertinggi adalah Unsur Biaya/Tarif
(U4) dengan NRR 4,00.

'SARAN

'Upaya — upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatan unsur yang kategorinya

‘tidak baik / kurang baik.

1. Adanya upaya untuk perbaikan dan pe
prasarana sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

duan pengguna layanan agar dilakukan perubahan
salah —

ningkatan kualitas sarana dan

2. Penanganan penga
mengaktifkan Tim Pengaduan Masyarakat sehingga ma

dengan
gan baik.

masalah yang dilaporkan masyarakat dapat terlayani den
3. Survei ini agar terus dilaksanakan dengan rutin, sehingga petugas layanan

dapat meningkatkan kualitas dan dapat melayani pemohonlmasyarakat dari

berbagai latar belakang.

Pati, Oktober 2021.
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PATI

NIP. 19630615 198903 1 015



\MPIRAN - LAMPIRAN

1. DAFTAR KUESTIONER SKM

2. PENGOLAHAN DATA NILAI PERSEPSI RESPONDEN
3. SUSUNAN TIM PENYUSUN SKM

4. PENETAPAN HASIL SKM




NER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SRM)

(o)
KUES! PADA UNIT LAYANAN ...
PERANGKAT DAERAH T Y YT I
KABUPATEN PATI TAHUN 2021

NTITAS RESPONDEN

— FRRER I, [] 08.00 - 12.00
gl surve! (] 13.00 - 17.00*

PROFIL -
i ] P USi@ & vevvvivarions tahun

KelamiD -
Rl qep [Osmp [lsma [s1 [Jsz  [Js3

' i]{an
4 [JPNS [] TNI [JPOLRI [] SWASTA [[JWIRAUSAHA
gaan
[] LAINNYA ...oooveenne (sebutkan)
. Layanan yang diterima TN S
i': };elayaﬂa" surat, adm.keuangar, koordinasi, konsultasi, adm. hibah dl)
NDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
E (Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/ responden)
P *) | 6 [ Bagaimana pendapat gy
Saudara tentang kommil
kemampuan petugas
| pela’ﬂa.nan. 1
2 a. Tidak kompeten 2
3 b. Kurang kompeten 3
3 4 c. Kompeten 4
Sangat sesuai. d. Sangat kompeten
aimana pemahaman Saudara Bagamana pendapat
tang kegx:midahanmprosedur mra pl:rﬂaku get:g;ts
t ini. elayanan ter.
idak mudah. keso al;lan dan keramahan
Kurang mud 1 a. Tidak sopan dan ramah 1
Mudah. 2 b. Kurang sopan dan ramah 2
Sangat mudah 3 c. Sopan dan ramah 3
4 d. Sangat sopan dan ramah 4
jgaimana pendapat Saudara 8 [ Bagaimana pendapat Saudara
itang kecepatan waktu dalam tentang kualitas sarana
¢ igZEhn pelayanan. dan prasarana 1
& cepat. 1 a. Buruk. 2
-, Ce“;:?g cepat. % b. gumliup 2
. c.
_Sangat cepat. 4 d. Sangat Baik
R ‘nake pendapat Saudara 9 [ Bagalmana pendapat Saudara
lan, & I wajaran biaya/tarif tentang penanganan
.sarfe yanan, Pen’ﬁ_a uan pengguna layanan
uk%lat mahal. 1 a. Tidak ada. _ 1
Biur,.r mahal. 2 b. Ada tetapi tidak berfungsi 2
' Gratig 3 c. Berfungsi kuran maksim 3
Bl 4 d. Dikelola dengan 4
fanganapendapat Saudara
'8yanan all‘let:““aian produk
i St e e
ooy e :
: gesﬂaéi’? sesuai 5
—atsesuai "




DIDFERIVIAVES RAD. AL

JI. Raya Pati-Kudus Km. 04 Margorejo Pati

(0295) 381582, 384518 / (0295) 384518

NILAI UNSUR PELAYANAN

us

u?7

ué

uUs
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U3

U2
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b

)
—-—7'1 28 4 3 4 4 3 3 4 3 3
. 3 3 3 4 4 4 3 3 3
o 150 4 4 4 4 3 3 4 3 3
Nilai per Unsur 497 490 487 600 491 492 495 466 469
Per Unsur = Jml nilai
gnsur : Jml kuesioner | 3,31 3,27 3,25 4,00 3,27 3,28 3,30 3,11 3,13
;terisi
Yerti r unsur
i;":;’"::;gr ;eo’ 111 | 0368 | 0363 | 0360 | 0444 | 0363 | 0364 | 0366 | 0345 | 0,347
lai IKM 83,010
iutu Pelayanan B
nerja Unit Layanan Baik Pati, Oktober 2021
¢ KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
srangan : MASYARAKAT DAN DESA
s.dU9 : Unsur Pelayanan KABUPATEN PATI
R : Nilai rata-rata
A : Indeks Kepuasan Masyarakat
: jumliah NRR IKM tertimbang -
) : IKM unit pelayanan x 25
: Drs. S , MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19630615 198903 1 015




DINAS PE ABUPA
MBERDAYAAN MASYARIEL‘ PAT|
KABUPATEN pyyy | DAN DESA

.
Telp.(0295) 381582, Raya Pat - Kudus Km 4 p ATI Kode
Fax (0295) 384513 st i ciyparmagey 00163

-mall dnsmaaes@;s&“nﬂﬁﬁ"g?ﬁ“

fKEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MA

KABUPATEN PATI|
NOMOR : 800/ 0/¢ I'1l 12021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN M
ASYA
KABUPATEN PAT|, ST oAN oeas

enimbang : a. bahwa untuk mengukur tingkat

kepuasan Masyarakat sebagai pengguna layanan

dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pelayanan perizinan perlu dilakukan survey
kepuasanmasyarakat;

b. bahwa masyarakat berhak untuk mengadukan
penyelenggaraan pelayanan public dan periu
mendapatkan pengelolaan yang baik, tepat,
cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan survey
kepuasan masyarakat dan  terkelolanya
pengaduan masyarakat dengan baik, perlu
ditunjuk Petugas dimaksud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢ periu

menetapkan Keputusan Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku

Pejabat Pengguna Anggaran tentang Petugas
Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Pati.

o :?ir

Qingat © 1. Undang-Undang Nomor

13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;




: Tim

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

@

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN :

: Menunjuk Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati

Penyusun Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melakukan pendampingan kepada pemohon yang

mendapatkan pelayanan untuk megisi kuesioner SKM

melalui aplikasi SKM atau quesioner Kabupaten Pati;
b. Mengumpulkan hasil kuesioner SKM yang telah diisi

pemohon,;
c. Menyampaikan hasil kuesioner SKM.



Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah(APBD) Kabupaten Pati.

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 25 - januari - 202

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PATI

Pembinfa Utama Muda
NIP.19630615 198903 1 015



LAMPIRAN :
N : Keputusan Kepala Dinas Pemberq
fdayaan

M
S a g

Pembentukan T
T .
Masyarakat ™ Survei Kepuasan

Tanggal :
Nomor 800/08 ) I IMahun 2021

TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN PATI
| Kedudukan Dalam Tim Jabatan Dalam Dinas
enanggung Jawab Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
1 dan Desa

Sekretaris Kepala Dinas Pemberdayaan

etua
3 Masyarakat dan Desa

'Sekretaris Kasubbag Umum dan Kepegawaian

1. Kabid Pengembangan Desa

2. Kabid Pembangunan Desa

3. Kabid Pembinaan Kemasyarakatan Desa

4. Kabid Pengembangan Ekonomi dan
Teknologi Tepat Guna

2 Staf Umum dan Kepegawaian

'Koordinator

| Anggota

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PATI

Pembina Utama
NIP.19630615 198903 1 015



PEMERINTAH KA

DINAS PEMBERDAYAAN pagy e PAT
JI. Raya Patj -

Telp.(0295) 381582

Fax.(0295) 384518 " C18permades patikab, go g

E-Mail : ¢ spennades@patikab.go.nd

EPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
KABUP R YA MASYARAKAT pan DESA

NOMOR : 800/ 037 x 2021
TENTANG

PENETAPAN HASIL SURVEI INDEKS KEPY

: ASAN
'DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN e

DESA KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
D
KABUPATEN PATI gridnen
a. bahwa untuk membantu
Pemberdayaan Masyarakat d
masyarakat pada Tahun 20
pendapat masyarakat ;

kinerja pelayanan pada Dinas
an Desa Kabupaten Pati kepada
21, perlu dilakukan penilaian atas

b bahwa dalam rangka mengetahui kinerja pelayanan pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati kepada
masyarakat pada Tahun 2021 sebagaimana dimaksud huruf a

telah dilaksanakan kegiatan pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat ;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a.
dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati tentang
Penetapan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati ;

1. Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Tahun 2009 No 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5038) ;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor
215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); _

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Refonnas!
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman| S:rr‘vaer:
Kepuasaan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelay
Publik ; ;

4. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Nega:enf‘;;’:;;n
KEP/26/M.PAN./2003 tentang Pedoman Umum Peny:

Pelayanan Publik ; LR

5. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur -?;?,as?ar:nsi 4
63/KEP/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis i
Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan ;




g. Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2
021
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahtef;_tang Perubahan
2021, ahun Anggaran
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 20
21 t .
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja 8::;29 i

Pati Tahun Anggaran 2021. " Kabupaten
MEMUTUSKAN :
jenetapkan
ESATU : Menetapkan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas
; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2021
sebesar 83,010 dengan mutu Pelayanan Berkategori B (Baik) ;
EDUA : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Pati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan . Pati
Pada tanggal : 25 Oktober 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PATI

Pembind Utama Muda
NIP. 19630615 198903 1 015




LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYAR

NAN
LWATE . DISPERMADES

T

- DINAS PEMBERDAYAN MASYARA

UN 2024

KAT DAN DESA 0 PAT

- JI. Raya Pati — Kudus Km. 4 Pati Koge Pos 59

NIFAX . Tip (0295) 381582 / Fax (0295) 384518 o
T UNSUR PELAYANAN H\WTUNEUW
};—esuaian persyaratan pelayanan B PEU;;’:‘NAN
msedur pelayanan \3\27
Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan 3.25
Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan A
"Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum 327
dalam standart pelayanan dengan hasil yang diberikan
Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan 3.28 g
Kesopanan dan keramahan petugas 3.30
Kualitas sarana dan prasarana 3N
Penanganan pengaduan pengguna layanan 3.13
NILAI INDEKS UNIT PELAYANAN 3.320

UNIT PELAYANAN / SKPD | : | DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN PATI

U PELAYANAN

83,010

ERJA UNIT PELAYANAN

BAIK

ritas Peningkatan Kualitas Pelayanan
SUr Pelayanan yang perlu ditingkatkan **) :

- Kualitas sarana dan prasarana pelayanan perlu ditingkatkan.

- Penanganan pengaduan pengguna layanan

KEPALA DINAS PEMBERDAYAN

MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PATI

Pen;bi Utama Muda
NIP. 19630615 198903 1 015




